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Abstract 
 
Mentawai Islands is one of the districts included in the 3T, least developed, and 
outermost zones. The situation made various parties try to free the Mentawai Islands 
from the shadows of the 3T region. One of them is the acceleration of infrastructure 
development in the Mentawai Islands. Some examples of accelerated regional 
development that have been carried out by the government are by improving bridges 
and road transportation facilities. The author sees that there are still several obstacles 
that become a heavy task of various elements to determine the direction of accelerating 
development in the Mentawai Islands. The condition of the Trans Mentawai road has 
indeed become a major government program at this time which is an important element 
for the purpose of accelerating development. The authors' findings state that there are 
still a number of areas that do not agree with the presence of trans Mentawai. This 
includes areas that are still thick with cultural traditions, rituals or traditional villages 
of the Mentawai. The still limited budget of funds and construction work and the 
existence of the trans Mentawai that not all villages will be able to benefit because it is 
far from access. 
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A. PENDAHULUAN 
Dalam Keputusan Presiden RI Nomor 111 Tahun 1999 tentang 
Pembinanaan Kesejahteraan Sosial Kelompok Adat Terpencil, disebutkan 
bahwa yang dimaksud dengan Komunitas Adat Terpencil (KAT) Atau yang 
selama ini lebih dikenal dengan sebutan masyarakat terasing adalah kelompok 
sosial budaya yang bersifat lokal dan terpencar serta kurang atau belum terlibat 
dalam jaringan dan pelayanan baik sosial, ekonomi, maupun politik. Ditinjau 
dari segi habitatnya, tempat tinggal KAT dapat dikelompokkan komunitas adat 
yang tinggal di daratan tinggi atau daerah pegunungan, komunitas adat yang 
tinggal di daratan rendah atau daerah rawa serta daerah aliran sungai; 
komunitas adat yang tinggal di daerah pedalaman atau daerah perbatasan; 
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komunitas adat yang tinggal di atas perahu atau daerah pinggir pantai serta 
pulau-pulau terpencil (Ariningrum, 2012:251). 
Mentawai merupakan sebuah kepulauan yang masih tergolong pada 3T 
(tertinggal, terdepan dan terluar). Keberadaan dari daerah Mentawai yang 
diluar dari Pulau Sumatera menjadikan Mentawai memiliki banyak 
keberagaman dari berbagai asepek. Meskipun secara geografis mereka di luar 
Pulau Sumatera, Selain itu masyarakat Mentawai masih banyak menempati 
berbagai wilayah yang masih dalam kawasan hutan terdalam dari kepulauan 
Mentawai ini. Pada saat sekarang ini, mentawai telah mulai tersentuh 
moderniasi. Meskipun masih belum seberapa, namun tetap ada upaya untuk 
memberikan yang terbaik bagi Kepulauan Mentawai agar dapat keluar dari 
zona 3T seperti Kabupaten Pasaman dan Kabupaten Solok Selatan.  
Keberadaan status 3T yang masih dipangku oleh Kepulauan Mentawai 
tentu tidak terlepas dari berbagai faktor. Salah satunya adalah tingkat 
kesejahteraan penduduk masyarakat Mentawai. Bilamana dikaji dan ditelusuri 
lebih jauh, standarisasi untuk kesejahteraan masyarakat tidak dapat disatukan 
dalam satu kategori yang sama. Hal tersebut juga dikarenakan standarisasi 
kesejahteraan berbagai wilayah tergantung dengan keadaan lingkungannya 
sendiri. Mentawai, selama ini yang saya ketahui sudah termasuk daerah yang 
sejahtera bilamana dengan standar daerahnya sendiri. Mereka memiliki tanah 
yang luas serta kekayaan alam yang tumbuh di atas tanahnya tersebut. Akan 
tetapi, standarisasi yang ditetapkan secara nasional membuat Mentawai adalah 
salah satu daerah yang musti segera untuk keluar dari zona 3T. 
Pemerintah dalam percepatan pembangunan ini telah memiliki target 
bahwasanya pada tahun 2022 jalan trans Mentawai ini sudah dapat di gunakan 
dan pengerjaannya sudah 100%. Akan tetapi, tidak semua hal tersebut berjalan 
dengan mulus. Masih ada keresahan yang terbayang oleh beberapa kalangan 
seperti TNS (Taman Nasional Siberut), Perkampungan Adat Mentawai seperti 
Desa Simatalu dan lainnya serta masih terdapatnya kendala besar yang tengah 
dihadapi pihak penyelenggara selain dari masyarakat lokal. 
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B. KAJIAN PUSTAKA 
1. Pengertian Pembangunan 
Pengertian pembangunan dalam sejarah dan strateginya telah 
mengalami evolusi perubahan, mulai dari strategi pembangunan yang 
menekankan kepada pertumbuhan ekonomi, kemudian pertumbuhan dan 
kesempatan kerja, pertumbuhan dan pemerataan, penekanan kepada 
kebutuhan dasar (basic needapproach), pertumbuhan dan lingkungan hidup, 
dan pembangunan yang berkelanjutan (suistainable development). Perubahan 
evolutif dari pengertian di atas didasarkan atas banyak kekecewaan dan hasil 
umpan balik dari pelaksanaan pembangunan yang tidak mencapai sasaran-
sasaran yang diinginkan serta kekurangan informasi dalam memahami 
persoalan-persoalan yang timbul yang sebelumnya tidak dapat diramalkan 
serta faktor-faktor yang mempengaruhinya (Ekaputra, 2009). 
Pembangunan secara garis besar adalah suatu proses multidimensi yang 
melibatkan perubahan struktur sosial, kelembagaan nasional, percepatan 
pertumbuhan ekonomi, pemerataan pendapatan dan pengentasan kemiskinan 
yang kesemuanya itu bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup 
masyarakat (Todaro, 2000). 
Menurut Todaro (2000), Keberhasilan pembangunan ekonomi suatu 
negara ditunjukan oleh tiga nilai pokok yaitu: 1) Berkembangnya kemampuan 
masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokoknya (sustenance) 2) 
Meningkatkan rasa harga diri (self-esteem) masyarakat sebagai manusia 3) 
Meningkatkan kemampuan masyarakat untuk memilih (freedom from servitude) 
yang merupakan salah satu dari hak asasi manusia. 
Pembangunan ekonomi harus dipandang sebagai suatu proses agar pola 
keterkaitan dan saling mempengaruhi antara faktor-faktor dalam 
pembangunan ekonomi dapat diamati dan dianalisis. Dengan cara tersebut 
dapat diketahui runtutan peristiwa yang terjadi dan dampaknya pada 
peningkatan kegiatan ekonomi dan taraf kesejahteraan masyarakat dari satu 
tahap pembangunan ke tahap pembangunan berikutnya (Arsyad, 2010). 
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C. METODE PENELITIAN  
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif (Moleong, 2007), 
karena berusaha untuk mengungkap fenomena yang terjadi di dalam suatu 
kebijakan sosial tanpa melakukan pengukuran melalui angka-angka. Pertama, 
metode penelitian kualitatif berguna untuk pemahaman yang lebih mendalam 
tentang makna (arti subjektif dan penafsiran) dan konteks tingkah laku serta 
proses yang terjadi pada faktor-faktor yang berkaitan dengan rendahnya 
partisipasi tersebut. Kedua, metode penelitian kualitatif berguna untuk 
mengungkapkan proses kejadian secara mendetail, sehingga diketahui 
dinamika sebuah realitas sosial dan saling pengaruh antar realitas sosial. Ketiga, 
metode penelitian kualitatif berguna untuk mengetahui realitas sosial dari 
sudut pandang aktor. Keempat, metode penelitian kualitatif menghasilkan 
informasi yang lebih kaya ketimbang metode kuantitatif dan ini sangat berguna 
untuk meningkatkan pemahaman terhadap realitas sosial (Afrizal, 2014:38). 
Penelitian ini menggunakan data data primer dan data sekunder. Sedangkan 
teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara melakukan observasi, 
wawancara dan review literatur. 
 
 
D. HASIL DAN PEMBAHASAN 
Jalan trans Mentawai adalah salah satu contoh keinginan dari 
pemerintah agar akses di Kepulauan Mentawai dapat terjangkau dengan lebih 
cepat dan lebih baik serta keluar dari daerah 3T. Meskipun begitu, Mentawai 
masih terkenal dengan daerah yang menjaga elemen alamnya. Selain untuk 
sarana bertahan hidup, juga sebagai sarana untuk memperoleh obat-obatan dan 
juga persyarakat untuk ritual (Delfi, 2012:3). 
Berbagai macam reaksi ditunjukkan oleh beberapa kalangan tentang 
kehadiran dari jalan trans Mentawai. Ada anggapan bahwasanya jalan tersebut 
tidak akan dapat di akses oleh berbagai perkampungan atau desa yang ada 
lantaran akses menuju daerah jauh. Jadi keberadaan dari trans Mentawai 
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dianggap percuma saja karena tidak tersentuh ke beberapa wilayah di 
Mentawai. Selain itu juga pada daerah perkampungan adat, mereka merasa 
terusik nantinya dengan keberadaan jalan trans Mentawai. Hal tersebut bisa 
saja terjadi karena bilamana jalan atau rute dari jalan trans Mentawai melewati 
perkampungan adat tentu akan mengganggu dari diri mereka sendiri. 
Oleh sebab itu, pembangunan dari jalan trans Mentawai memiliki 
banyak kendala. Selain dari masalah dana dan pengerjaan juga pada respon 
dari masyarakatnya sendiri. Dari berbagai alasan yang saya peroleh dari 
berbagai sumber obrolan dan temuan lapangan bahwasanya ada sebuah 
kekhawatiran dan traumatik akan kejadian beberapa tahun silam. Kejadian 
tersebut adalah pembabatan hutan secara liar di tanah Mentawai yang 
menyebabkan banyak kayu-kayu dari tanah Mentawai justru di nikmati oleh 
orang yang bukan dari Mentawai. Kekhawatiran tersebut meningkat dengan 
seiring berjalannya proyek pembangunan jalan trans Mentawai, tentu saja 
dengan keberadaan akses jalan yang sudah membaik akan memudahkan para 
kontraktor untuk memasukkan alat berat dan perlengkapan lainnya untuk 
mengambil hasil kekayaan dari tanah Mentawai.  
1. Evolusi Transportasi Orang Mentawai 
Saya masih ingat pada tahun 2015 silam di bulan Juli berangkat ke Desa 
Madobag, Kecamatan Siberut Selatan menggunakan transportasi utama 
manusia yaitu jalan kaki. Kebradaan dari hutan-hutan mengiringi perjalanan 
kami menuju ke Desa Madobag, panas terik yang kami rasakan sebelum masuk 
hutan serasa sirna di bawah rindangnya pepohonan. Pada bulan November 
2015, pemandangan yang saya lewati berubah menjadi sebuah dataran tanah 
liat yang basah dan penuh genangan air. Nyatanya pada saat itu telah dimulai 
masa pemgangunan jalan trans Mentawai. Hal tersebut tentunya membuat saya 
cukup kaget dengan situasi yang 180º berbeda dari beberapa bulan yang lalu. 
Umumnya, orang-orang Mentawai yang akan melakukan sebuah 
perjalan khususnya yang saya ketahui di Pulau Siberut adalah dengan jalan 
kaki. Jarak tempuh yang pada umumnya dapat memakan waktu sekitar 8 jam 
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untuk orang di luar daerah Mentawai mampu untuk mereka lewati hanya 
dengan waktu sekitar 3 sampai 5 jam. Saya melihat bahwasanya orang-orang di 
Mentawai tersebut bukanlah orang yang manja dan kemana-mana harus 
menggunakan motor dan mobil. Hal tersebut juga di dukung dengan alam 
Mentawai tersebut, seoalah alam membuat mereka dapat beradaptasi dengan 
cepat untuk terbiasa dengan berjalan kaki. 
Kehadiran dari jalan trans Mentawai tentu akan memicu berbagai hal. 
Salah satunya adalah rasa atau keinginan dari masyarakat untuk dapat 
memiliki kendaraan. Pada satu sisi memang ada baiknya, adapun keperluan 
yang diperlukan akan dapat meminimalisir waktu namun sebaliknya, orang-
orang Mentawai akan mulai berupaya dan berusaha agar dapat mendapatkan 
mode transportasi mesin tersebut. 
Selain dari jalan kaki, ada sebuah transportasi yang telah menjadi bagian 
dari masyarakat Mentawai yaitu Pong-Pong. Sebuah perahu bermesin yang 
dapat menjangkau beberapa daerah pelosok dengan syarat harus terdapat 
aliran sugai untuk melewatinya. Meskipun menggunakan mesin, keberadaan 
dari Pong-Pong bahkan akan membutuhkan waktu yang tidak jauh berbeda 
dari berjalan kaki. Hal tersebut dikarenakan aliran sungai di Kepulauan 
Mentawai (Siberut) banyak berliku-liku. Selain keadaan rute sungai, juga 
dipengaruhi oleh keadaan sungai itu sendiri. Mengingat, sungai di Mentawai 
termasuk sungai yang berbahaya, pada beberapa tempat aliran air tampak 
tenang, namun pada bagian dalamnya justru terdapat arus dalam yang 
membahayakan. 
Jalan trans Mentawai memang nantinya akan ditargetkan dapat 
membantu percepatan pembanguann infrastruktur dan juga pada 
pembangunan ekonomi. Meski dapat mempercepat pada berbagai bidang, 
kendala yang dihadapi oleh masyarakat adalah keadaan ekonomi untuk dapat 
memperoleh kendaraan seperti motor sebagai penunjang dari kehadiran jalan 
trans Mentawai. Tentu saja perubahan pola perjalanan dari masyarakat 
Mentawai perlahan akan tergantikan. Mulai yang dari awalnya menggunakan 
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jalan kaki, kemudian menggunakan pong-pong dan kemudian akan beralih 
pada penggunaan kendaraan bermotor. 
2. Jalan Trans Mentawai 
Dikutip dari sebuah halaman berita online Covesia.com Archipelago 
yang dimuat pada tanggal 17 Agustus 2019 lalu menerbitkan sebuah berita 
yang menjabarkan tentang anggaran pembangunan jalan trans Mentawai. 
Pembangunan jalan trans Mentawai yang telah dimulai sejak tahun 2013 
ditargetkan mencapai 405.2 Km untuk total keseluruhan dari Pulau Siberut, 
Pulau Sipora, Pulau Pagai Utara dan Pulau Pagasi Selatan. Rencana 
penanganan jalan trans Mentawai pada tahun 2019 ini diambil dari APBN 
dengan jumlah sekitar 52 miliar. Dari dana tersebut akan digunakan untuk 
pembangunan infrastruktur jalan sepanjang 3.5 km. jembatan 30 meter. 
Sedangkan dari APBD Mentawai 2019 untuk pembangunan infrastruktur jalan 
di Pulau Sipora sekitar Rp. 29.4 M dengan target 33.8 km. Selain itu dari DAK 
total 29 M dengan target 5.3 km jalan dan 60 meter jembatan. 
Jalan trans Mentawai di Pulau Siberut sekitar 187.2 km. Adapun jalur 
yang sudah terbuka sepanjang 117.4 km, belum terbuka sekitar 68.9 km dan 
yang sudah mengalami pengerasan jalan sekitar 10.8 km dan dengan persentase 
pembangunan yang sudah menyentug angka 17.14%. Alokasi dana dari APBD 
Mentawai untuk trans Mentawai pada tahun 2019 ini sekitar Rp. 31.9 M dengan 
target pengerjaan 37 km. Sedangkan dari APBN mengkucurkan dana sekitar 
Rp. 29 M. Alokasi APBD Mentawai untuk infrastruktur jalan di Pulau Siberut 
pada 2019 yakni DAU RP. 111.4 M dengan target 61 km jalan dan dari DAK 
mengeluarkan total anggaran 31.6 M untuk target 3.7 km jalan. 
Kabupaten Kepualaun Mentawai merupakan satu dari tiga daerah 
tertinggal di Provinsi Sumatera Barat sehingga pemerintah kabupaten 
Kepulauan Mentawai perlu melakukan percepatan pembangunan khsusunya 
pembangunan perekonomian masyarakat (Sinaga, 2019:16). Sehingga upaya 
percepatan dalam pembangunan infrastruktur akan terus diupayakan. Apabila 
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akses jalan sudah baik, maka secara perlahan pembangunan-pembangunan lain 
akan segera terlaksana. 
Namun, keberadaan dari jalan trans Mentawai mengorbakan banyak hal. 
Salah satu hal yang dikorbankan adalah kekayaan akan potensi alamnya yaitu 
hutan. Pada biasanya masyarakat yang akan pergi ke suatu daerah akan 
merasakan kesejukan berjalan dibawah rindangnya pohon, namun kini terik 
mentari langsung terasa di kepala hingga ke kaki. Hal tersebut dikarenakan 
penebangan pohon yang dilakukan untuk membuka lahan baru bagi jalan trans 
Mentawai. Selain dari jalan, tentu saja akan ada rasa ketakukan yang terjadi 
oleh berbagai pihak. 
 
E. KESIMPULAN  
Perubahan yang terjadi pada sebuah kelompok masyarakat akan 
berdampak terhadap beberapa daerah lainnya. Seperti halnya penggunaan 
teknologi yang kian waktu makin berkembang dan melesat. Berbagai 
perubahan akan selalu terjadi pada diri manusia karena yang sifatnya itu 
dinamis. Mulai dari pemikiran, temuan hingga hasil penerapan yang mereka 
lakukan dalam kehidupan sehari-hari. 
Jalan trans Mentawai adalah salah satu bentuk perubahan mode akses 
jalan yang kini berkembang. Bilamana kita mendengar jalan tol di Pulau Jawa, 
maka di Pulau Mentawai dikenal dengan jalan trans Mentawai. Gencarnya 
pemerintah dalam menargetkan percepatan pembangunan pada daerah 
Komunitas Adat Terpencil (KAT) merupakan sebuah impian bagi pemerintah 
daerahnya. Akan tetapi berbagai persoalan yang mustinya dapat dipahami 
dalam konteks budaya dan tradisi juga harus dipertimbangkan. 
Pembabatan hutan Mentawai untuk menunjang akses jalan trans 
Mentawai tentu juga menjadi salah satu hal yang di korbankan.  Selain 
membawa pengaruh terhadap ekosistem, juga pada kebiasaan dari masyarakat 
yang akan perlahan berubah. Pemerintah telah mengkucurkan dana hingga 
milyaran rupiah demi tercapainya pembangunan jalan trans Mentawai. 
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Meskipun telah memiliki anggaran yang sekian, persetujuan dari masyarakat 
tidak boleh disepelekan. Beberapa wilayah di Mentawai memang secara merata 
kini tengah melakukan pembangunan infrastruktur jalan. Beberapa dari 
kelompok masyarakat kerap mempertanyakan tentang jalan yang masih belum 
juga selesai hingga saat sekarang ini. Selain masih macetnya proyek 
pembangunan juga karena terbatasnya anggaran yang dikucurkan oleh 
pemerintah daerah dan juga pemerintah pusat. 
Pembangunan harus berbabasis masyarakat, artinya secara pandangan 
saya bahwasanya apapun pembangunan yang akan dilakukan dan ditujukan 
kepada masyarakat harus melibatkan kelompok masyarakat tersebut. Terlebih 
lagi pada sebuah daerah yang memiliki kekentalan terhadap adatnya. Karena 
pada umumnya daerah yang memiliki kekentalan terhadap adat akan 
cenderung mementingkan atau mengutamakan adatnya. 
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